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ABSTRAK

Pengangkutan udara merupakan sarana perhubungan yang cepat,
efisien, ekonomis, dan nyaman. Hal ini tentunya membuat jasa angkutan
udara menjadi pilihan yang tepat dalam kehidupan dunia modern yang
menuntut segala sesuatu serba cepat dan efisien. Akan tetapi dalam
pelaksanaan pengangkutan udara juga terdapat kendala-kendala seperti
keterlambatan penerbangan, maka dengan adanya keterlambatan penerbangan
ini dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015
tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada
Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, sehingga dapat
memberikan perlindungan, keamanan, kepastian agar dapat meningkatkan
kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Dalam
penelitian ini adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana Pengaturan Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay
Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di
Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatif dengan
analisis secara kualitatif dangan pendekatan perundang-undagan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan
(Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal
Di Indonesia, telah mengatur mengenai management delay pada maskapai
penerbangan Citilink. Tetapi dalam maskapai penerbangan Lion Air belum
mengatur mengenai penanganan keterlambatan penerbangan, sehingga dalam
kebijakan yang dibuat oleh maskapai penerbangan Lion Air Belum
sepenuhnya diatur sesuai Permenhub 89 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa
maskapai penerbangan dalam mengatur penanganan keterlambatan
penerbangan yang dilakukan oleh Citilink sudah baik sesuai Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Tentang
Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan
Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, tetapi maskapai Lion
Air belum mengatur menganai penanganan keterlambatan penerbangan.
Maka kebijakan maskapai penerbangan harus adanya pengawasan secara
langsung yang lebih intensif dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara
terhadap Badan Usaha Angkutan Udara yang dapat secara langsung
mengawasi keterlambatan harian dan dilakukannya pembaharuan dalam
pemberian sanksi terhadap Badan Usaha Angkutan Udara.
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